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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safinat1 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 4 TAHUN 2011 

TENTANG 

TIJNJANGAH KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG 
OPERASIOHAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENBOJONEGORO 

Menimbang 

Mengmgat 

OENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a bahwa untuk mempertancar pelaksanaan realisasi lerhadap 

Anggaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Biaya Belanja 

Penuniang Operasional P1mpman OPRO pertu menetapkan 

kelompok kemampuan keuangan Oaerah sebaga,mana dlmaksud ; 

b bahwa bef'dasarkan pertimbangan set,aga,rnana dimaksud peliu 

menelapkan Peraturan Bupati tentang T unjangan Komunikasi 

lntensif dan Belanja Penun;ang Operasional Pimpinan Dewan 

Pe,wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (diundangkan pada tanggal 8Agustus 1950); 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tamt>ahan Lembaran 

Negara Nomor 4286); 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo.r 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355): 

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuken 

Peraturan Perund~ngan (lembaran Negara Tahon 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4J.89); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Dae<ah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nornor 

150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4456} sebagaimana diubah terakh,r dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844): 
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6. Undang-1.Jndang Nomoc 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keoangan antara Pemerintah Pusat dan Pemelintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MaJE!liS 
Permusyawaralan Rakyat, Dewan PefW8k1lan Rakyat. Dewan 

Perwakifan Oaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengena, Ta1a Tempat. Tala Upacara dan Tata 

Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9 Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae<ah (Lembaran Negara Tal\un ~ Nom0< 

90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kari. terakhir dengan Peraturan Pamerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembafan Negara Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

10 Peraturan Pemerintah Nomoc- 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Oaerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11 Pe,-aturan Pemenntah Nomor 79 T ahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nom0< 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomoc 4594) • 

12 Peraturan Pernerintah Nomor 38 T ahun 2007 ten tang Pembagian 
Urusan Pernerintahan anlara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 

Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 

Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Oae,-ah Tentang 
Tata T ertib Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah ; 

14 Pe,-aturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 !enlang Pengesahan. 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang• 
undangan; 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oae<'ah , 
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17 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah , 

18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran 

dan Penanggunwawaban Penggunaan BelanJa PenunJang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta 

Tata Cara Pengembalian Tuniangan Komunikasi lntensif Dan 
Dana Operas1onal, 

19 Pet8turan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2005 Nomor 1/A). Sebaga,mana telah diubah yang terakh1r kalinya 
dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 

Nomor2): 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 T ahun 2008 
tentang Urusan Pemenntah Daerah Kabupaten Bojonegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

21 Peraturan Oaerah Kabupaten Boionegoro Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Ketja Sekretariat Daerah Dan 

Sekretanat Dewan Petwak,!en Rakyat Daerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2008 Nomor4): 

22. Peraturan Bupati Nomor 4 T ahun 2009 tentang T ugas Pokok dan 

Fungs, T eta Kerja Sekretanat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Kabupaten Bo1onegoro (Berna Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2009 Nomor 4), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURA.N BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNJKASI 
INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN 
DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BOJONEGORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

a. Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojooegoro. 

b. Bupati adalah Bupa.ti Bojonegoro. 
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c . Dewan Perwakdan Rakyat Oaerah adalah Dewan PefWakllan Rakyat Oaerah 

Kabupaten Bojonegoro. 

d. Peraturan Bupab adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro 

e. Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah yang sefanjutnya diseoot APBO adalah 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Bo,onegoro. 

f. P1mpinan DPRO adalah Ketua dan WakiJ•wakil Ketua OPRO 

g Anggota OPRO adalah mereka yang diresm,kan keanggotaannya sebaga, Anggota 

OPRO dan tetah mengueapkan sumpah~an11 befdasarkan ketentuan peraturan 

penmdang-undangan. 

h Sekretanat OPRO adalah unsur peodukung kelancaran pelaksanaan tugas OPRO 

1. Uang Rep,esentasi adalah uang yang dibenl<an setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota OPRO sehubungan dengan ked\Jdukannya sebagai Pimpinan dan Anggota 

OPRO. 

j . TunJ3ngan Komun,kasi lntensif yang selanjutnya d1singkat TKI adalah uang yang 

dtbenkan setiap bulan kepada Plmpinan dan Anggota OPRO dalam rangka 

mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota OPRO. 

k. BelanJa PenunJ3ng ()peras,onal P1mpinan OPRO yang selanJutnya disebut BPO 

Punpinan DPRD adaiah Dana yang dised,akan kepada P1mpinan OPRO setiap bulan 

untuk menunjang kegiatan operasional yang bef'kaitan dengan Representasi. 

pelayanan dan kebutuhan lain guna melancark.an pelaksanaan tugas Pimpinan 

OPRO sehari-han. 

I. KelOmpok Kemampuan Keuangan Daerall adalah Klaslfikasv' Klaster suatu Oaerah 

untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Oaerah tertentu yang ditelapakn 

dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tun1angan Komunikasi lntensif 

dan Belanja Penun.iang Operasioanal Pimp.nan pada setiap Klaster 

BAB II 
PENGELOMPOKAN 

KEMAMPUAN KEUANGAN 

Pasal 2 

Kelompok Kemampuan Keuangan untuk Kabupaten Bojonegoro ditetapkan daJam 

kelompok tinggi, yaitu dl alas Rp 400.000.000 000,00 (empat ratus milyar rupiah) 

PasaJ 3 

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daera.'1 sebaga1mana dimaksud 

dalam Pasal 2 d,hltung dengan menggunakan fomiula kemampuan keuangan 

daerah sama dengan pendapatan umum daerah dlkurang, belanJa Pegawa, 

Negen $,ptl Oaerah. 
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(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdin alas 

pendapatan asli daerah d1tambah dana ba9I hasil dan dana alokasi umum 

i3) Beianja Pegawai Negen S1pd Daerah sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1} te<'diri 

alas g3J1 dan tunjang.an Pegawai Negeri Sipil Oaerah yang me~pu1J gaji pokok. 

tuniangan keluarga tunjangan Jabatan, tun1angan beras. dan tuniangan paJak 

pengh&Silan 

Pasa l4 

Data yang digunakan sebaga, dasar penghttungan kemampuan keuangan daerah 

sebaga,mana d1maksud dalam Pasal 2 adalah data pada Angg.aran Pendapatan dan 

Betania Daerah (APBD) tahun anggaran berialan. 

BAB Ill 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

Pasal 5 

(1) Plll!Pinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi lntensif sebesar 3 

(tiga} llafi dari uang Representasi Ketua DPRD 

(2) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarllan 

dalam pos Sekretanat OPRD. 

BAB IV 
BELANJA PENUNJANG OPERASIDNAL 

(1) Pimpinan DPRO disediakan belanja penunjang operasional sebesar 6 (enam) kah 

uang reJ)(esentas, Ketua DPRD d1tambah 4 (empat) kal11umlah uang representasi 

seluruh Wakil Ketua OPRD. 

(2) BelanJa Penun1ang Operas1011al set>ag,mana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 

kepada Pimpinan. untuk unsur Ketua DPRO lebih tingg1 dari pada unsur Pimpinan 

Wakil Ketua OPRO 

(3) Bia ya Belanja Penunjang Operas10nal sebagaimana d!maksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dianggarl<an dalam pos Sekretariat OPRO 
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BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

(1) Pemberian Tun,angan Komunrkas, lntens,f dan Biaya Belania Penuniang 
Operasional sebaga,mana d1maksud dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) 
lerMung mula, bulan Januan tahun angg;iran befkenaan 

(2) Pada saat be<lakunya Paraturan Buf)lllt in, mako Peraturan Bupalt Kabupaten 
BO)Ol1egoro Nomor 50 Tahun 2010 tenl.ang Tun1angan Komunikas, lntenstt dan 
Belan,a Penun,ang Operas,onal Prmp,nan Dewan Perwak1lan Rakyat Oaerah 
(Benta Daerah Kabupalen Bopnego<o Tahun 2010 Nomor 50) dicabut dan 
d1nyatakan tidak berlaku 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupalt u11 mula, berloku pada tanggol diundangkan. 
Agar sellap o'9ng mengctahuinya. memenntahkan pengundangan dengan 
peoempataooya dalam Berrta Oaerah Kabupaten Bqonego<o 

DHJndongkan do BOjO<legO(O 
pada tanggal 3 Januari 2011 

Ditetapl<an d1 Bopnegoro 
peda tanggal 3 Januan 2011 

BUPATI BOJONEGORO 

ltd 

H.SUYOTO 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ltd. 

Drs. SOEHAOt MOEUONO. MM 
Pc,mblna Utame Muda 

NIP 19600131 198603 1 008 

SERITA OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 4. 

I 
Pemt:Hna utama Muda 

NTP 19600131 1986031 008 
~ 


